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1.1. Latar Belakang

lsu-isu yang berka_il:a.n dengan asp&m:ﬁ]dm kebeﬂ.unjumn lingkungan masih

semakin mum#l! Mhﬂ respans terhadop kebutuban akan perhatian yang
lehih serius terhadap perma: n ini, terciptanya Sustaimihle Development Goals
E%mrmmpukm agendn pembangunan gtﬂhﬂ’_ﬂnﬁmmh Perserikatan
i (PBB) pada tahun 2015 untuk menciptakan dunia M m adil,

sejahtera, dan berkelanjuten hingga tahun 2030 (Ayuningtyas & ‘Rositaati, 2025),

berbagai tantangan global yang kempleks, seperti kemiskinan, keseajangan sosial,
perubahan iklim, serta perlunya menjaga keberlanjutan pembangunan (Haya Zen etal.,
2025), Pembangunan be ini diasumsikan akan menjadi usaha pemerintah
umiuk nﬂﬂnﬁtﬂmwm baik ﬂflinginp sosial maupun ekonomi
{Safitri et al., 2024),

up 17 tujuon utama dan 169 target yang dimncang untuk menjawab

Program SDGs ini berlaku bagé semun negara (universal) tanpa kecuali, baik
negars yang sudah maju maupun negara vang sedang berkembang sama-sama memiliki
kewajiban moral untuk mencapai Tujuan dan Target SDGs (Nasrullah, 2022), Tanpa
Kelaparan atau Zere Hunger merupakan tujuan kedua SDGs. yang menjadi salah satu

fokus utama dalam pembangunan berkelanjutan. Berdssarkan data dari Global Hunger



Index (GHI) 2024, tingkat kelaparan Indonesia menempati peringkat ke-77 dari 127
negara dengan skor 16,9 dan menjadi posisi terburuk kedua di ASEAN dengan kategori
tingkat kelaparan sedang. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Tanpa Kelaparan
berfokus pada mengakhin kelaparan. mencapai ketahanan pangan dan peningkatan
gizi, dan mencanangkan pertanian berke nenurut Kt oticne

Rk cen, Siindte o agel o oot
nt .._...'r ] ] jm -hhi- M " # ..t‘ e

dap makanan vang ":II-_ serta be'lﬁ llIl.lllk
pertumbuhan dan perkembangan yang normal, serta untuk menjalani kehidupan yang
oktif dan sehat.



Berdasarkan kondisi tersebut, menunjukkan bahwa inisiatif pemerintah yang
berlandaskan pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) belum dapat dikelola
dengan baik. Implementasi SDGs, khususnya tujusn Tanpa Kelaparan (Zero Hunger),
masih menghadapi berbagai kendala di setiap doerahnya. Sejalan dengan Tujuan kedua
SDGs, salah satu indikatdr penting yang winjukkan ketahanan pangan di Indonesia
adalah Prevalensi Kefidskcukupan Konsumsi Pangan. Menurut BPS, Prevalensi
Ketidakeukupan Konsumsi Pangan atni Prevalence of Undernoisishment (Pol)
merupakan proporsi penduduk di sustu wilayah yang mengonsumsi pangan lebih
rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, sktif, dan produktif yang
dinyatakan dalam bentuk persentase. Angka PoU didapatkan dari Survei Sosial
Ekonomi Nasional (Susenas) setiap tahunnya dan dipublikasikan oleh Badan Pusat

Menurut Badan Pongan Nasional (Bapanas). penghitungsn indikator Poll
didmﬁj&:lm pada perbandingan jumlzh kalor yang :Ilpdnhn_hﬁh rﬂgjnm]ul uniuk
dapat mﬂmﬂﬁ&pmﬂﬂm dan produktif. dengan kebutuhan minimum
minimum atay Minimeen - ietary. Enensi Reguirement (MDER) dihitung dengan

memperhatikan faktor seperti jems kelamin, usia, tinggi badan, berat badan, serta
tingkat aktivitas fisik. Kondisi ini menuntut strategi ketahanan pangan yang lebih
adaptif dan berbasis wilsyoh guna menjamin akses pangan yang merata dan

berkelanjutan (Syakirah et al, 2025). Schingga apabila konsumsi kalori rata-rata



individu berada dibawah batas minimum dalam jangka waktu tertentu, maka individu
tersebut dapat dikatakan mengalami kekurangan konsumsi pangan.

Berdasarkan Badan Pangan Nasional (Bapanas). prevalensi ketidakcukupan
konsumsi pangan (Poll) dikategorikan menjadi lima tingkatan: sangat rendah <2.5%,
rendah 2.5-4%, sedang 5-19%, tinggi 20-34%, dan sangat tinggi > 35%. Klasifikasi ini
menunjukkan status ketahonan pangan di suste doerah, dimana jika nilai Poll yang
semakin rendah menunjikkan ketahansn pangan yang lebih baik. Penghitungan angka
PolJ dapat dinyatakan sebagai proporsi penduduk dengan konsums: energi (x) yang
lebih kecil dari MDER. yaitun: Poll = (Jumlah Penduduk dengan Konsumsi Kalor <
MDER / Total Penduduk)  100%. Menurut data yang diperoleh dari BPS, berikut
merupakan beberupa provinsi dengan klusifikasi tingkat PoU yong berbeda di
Indonesia pada tabun 2024.

Tabel 1.1 Klasifikasi Nilal Poll 2024

Sangat Rendah Sedang Tingel Sangat
Rendah (2.5-4%) (5-19%) (20-34%:) Tinggl
(<2.5%) | {>35%)
- DKI Jakarta | Aceh 9,10% Maluku Papua Tengah
353% 3L66% 37.69%
Banten 2.55%, | Sumatera Utarn | Malikn Utara
T.54% 2844%
Bali 3.20% | Sumaters Barat | Papua Barat
§.88% 21.91%
NTE 2.74% Riau 10,93% Papua Barat
Daya 20,53%
Kalimantan | Jambi 10.58% | Papua 26,03%
Selatan 3.83%
Sumatera Papua Selatan
Selatan 5,97% 29.26%
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Sumber: Badur Pusat Statistik, 2024



Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa tidak ada daerah yang termasuk ke
dalam kategori Poll sangat rendah <2.5%. yang seharmusnya menunjukkan kondisi
ketahanan pangan yang sangat baik. Kondisi ini mencerminkan adanya masalah yang
bersifat struktural dalam memenuhi kebutuban pangan di Indonesin terutama di
wilayah timur. Sejumlab 25 provinsi di Indonesia dikategorikan dengan tingkat Pol
sedang sebesar ‘5-19% yang menunjukkan ﬂuhwn"mcukupaﬂ pangan yang
signifikan tidak hanya terjadi di wilaysh rentan tetapi lelsh berkembang menjadi
masalah yang cukup luss, Terlebih lagi, Papua Tengah memiliki nilai Poll sebesar
37.69% dan termnsuk dalam kategori sangat tinggi. mgmwm“a sebagian
besar penduduk memiliki akses pangan yang tidak memadai. Klasifikasi pada provinsi
di Indonesia mengindikasikan bahwa sejumlah penduduk masih menghadapi masalah

etidukcukupan komsumsi pangan, di mana akses terhadap makanan yang cukup dan
bergizi belum sepenuhnya terjamin secara berkelanjutan.

Tingginys angka Prevalence af Undernourishment (Poll) di beberapa wilayah
menurﬁﬁkﬂu.- bahwa kekurangan pangan masih :tmj:dimasﬂlh vang cukup
sgniikan da dapot dipengaruhi o berags oor infemalmaupun cstenal. Salah
satu faktor yang memiliki pengarub daiam peningkatan ketidakcukupan pangan adalah

bencani alam, terutama fenomena cunca ekstrem. Secari geografis, Indonesia terletak

di antara dua samudra dan dua benua yang menyebabkan wilayah ini memiliki sistem
sirkulasi udara yang kompleks (Sinaga et al. 2026). Dampak perubahan iklim

dirasakan di berbagai bidang, termasuk pertanian, keschatan, dan ckonomi. akibat



meningkatnya suhu global, perubahan pola curah hujan, dan meningkatnya frekuensi
bencana alam (Febriosa et al., 2025).

Sejalan dengan kondisi lersebut, fenomena cuaca ekstrem juga berkaitan
dengan SDGs 13: Climate Action, vang menekankan urgensi dalam menangani
perubahan iklim dan efek yang ﬁﬁmﬁm Terjadinya perubahan  iklim
berdampak poslﬁfiﬁhdﬂpm keseimbangan alam yang secora tidak
angsung ik b Kerusaka sl (deus & Us. 204) Ketidkmarmpusn
sistem pangan dalam menyesusikan dengan perubahan iklim: dapat memperburuk
ketshanan pangan dan meningkatkan kemungkinan terjadinya ketidakcukupan
konsumsi pangan. Oleh karena itu, langkah-langkah untuk mencapai SDGs 13 melalui
Kebijokan iklim yang efisien sangat penting. tidak hanya untuk mengurangi pengaruh
dari cuaca ekstrem, tetapi juga untuk membantu mewujudkan SDGs 2 (Zem Hunger)
m.tzriﬂu'ujutmn.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan me iB;P_'Sj'mlamu lima
tahun terukhir, fenomens cuaca ekstrem di Indonesia mpaﬂﬂmthm kecenderungan
yang meningkat dan memberikan dampak yang signifikan pada ketidakcukupan
konsumsi pangan. Hal ini digambarkan dengan perubahan jumlah peristiwa cuaca
ekstrem di Indonesia selama periode 2020-2024, yang mengalami fuktuasi dengan

lonjakan signifikan dari 880 penstiwa pada 2020 menjadi 1.577 peristiwa di 2021,
penurunan menjadi 1261 pada tahun 2022 dan 2023, sebelum akhimya menurun
drastis menjadi 435 peristiwa pada 2024, Hasil tersebut ditunjukkan dengan grafik
berikut.



Jumlah Bencana Cuaca Ekstrem Indonesia 2020-2024

MMMMMWMMJMMMME
peningkatan kondisi sosial ekonomi secara berkesinambungan tanpa mengabaikan
persamaan hak dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan terhadap masyarakat

secara nasional.



Beberapa contoh infrastruktur pertanian seperti transportasi pertanian, jalan
pertanian, dan sistem ingasi merupakan elemen penting untuk dapat menunjang hasil
pertanian yang cukup untuk dikonsumsi masyarakat sehingga dapat mengurangi angka

i RABTLT ge Han mgﬁﬁ e
i merupakan suatu usaha pengeloluan i

perbedaan tingkat kesulitan infrastrukiur pertanian dengan 3 provins tertinggi.



Akses Infrastruktur Pertanlan Sulit 2024

TR

Pertanion Badan Pusat Stattstik,

tidak hanya berkaitan dengon rendshnya pendapatan, tetapi juga terbatasnya akses
terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan kerja. don infrastruktur dasar (Saputr et al.,
2025).



Penduduk yang hidup dalam kemiskinan mempunyai hubungan yang cukup
erat dengan tingkat kesejahteraan serta kemampuan untuk mendapatkan makanan yang
cukup. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan
pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokek (Mansur, 2024). Penelitian lain yang
difakukan oleh. (Furwgifihd: Setirvag atakan bahwn kemiskinan akan

menghambat ig | Ui ‘mendapatkon pendidikan

i. Kondisi tersebut dapat dilihat dari gambar
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Persentase Penduduk Miskin 2020-2024

1.3

prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan. Penelitian yang dilakukan oleh (Yahya
et al, 2023) menunjukkan bahwa produksi rata-rata padi dan kepadatan penduduk



persentase penduduk miskin, umur harapan hidup, pertumbuhan ekonomi, dan rumah
tangga tanpa akses air bersih berpengaruh meningkatkan prevalensi serta dipenganshi
oleh situasi di provinsi di sekitarnya. Sedangkan penelitian ofeh (Baihagi, 2025)




1.2. Rumusan Masalah
Masalah ketidakcukupan konsumsi pangan saat ini telah menjadi permasalahan
nasional hingga internasional. Kondisi ini menjadikan Indonesia sebagai negara

3. Bapam g
ketidakeukupan ko
1.3, Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah untuk dapat mengetahui dan



dan persentase penduduk miskin terhadap prevalensi ketidakcukupan kemsumsi
pangan, yaitu:
|. Menganalisis pengaruh bencana alam cuaca ekstrem terhadap prevalensi
ketidakcukupan konsumsi pangan
2. Menganalisis pengaruh akses inffastrlktur pertanian suli terhadap prevalensi

.
'n'.u; eI KOs

2 Manfaat Bagi Masyarakat
Penelitian ini diharspkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat
mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan, terutamo
pengaruh bencana alam, kurangnya akses infrastrukiur pertanian, dan




I serta
kuxﬁskium&hhggxhlhﬁﬂﬂlnqﬂkmd:pmmmngmkmw
kesadaran terhadap ketersediaan pangan dan mendukung upaya ketahanan

pangan yang berkelanjutan.
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2. BABIILANDASAN TEORI
Menguraikan landasan teori yang berhubungan dengan penelitian, membahas
hasil penelitian terdahulu, kerangka berpikis, dan hipotesis yang menjadi acuan
dalam melakukan analisis penelitian.
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